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ANTI-MONEY LAUNDERING (AML), PREVENTION AND ERADICATION OF
CRIMINALACTS OF FINANCING TERRORISM (CFT) AND FINANCING OF
PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (FPWMD) POLICY

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (PPT) DAN
PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASAL (PPSPM)
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APPROVAL PENGESAHAN

Anti-Money Laundering (AML), Prevention Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU),

And Eradication of Criminal Acts of Financing Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Terrorism (CFT) And  Financing of Pidana Pendanaan Terorisme (PPT) Dan
Proliferation of Weapons of Mass Destruction Pendanaan Proliferasi Senjata Pe'musrfah
(FPWMD) Policy are determined and effective Masal (PPSPM) ditetapkan dan berlaku sejak
since the date | November 204must be known by tanggal |Novembec #Magar seluruh karyawan
all employees. mengetahuinya.
Jakarta, \ Novenmber 2924 Jakarta,\ Novenker 2024
Determined by Ditetapkan ;@%

Harry Surjanto Hambali Harry Surjanto-.
@‘ President Director h. Presiden Direktur
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Rules on Anti-Monev Laundering (AML),

Prevention and Eradication of Criminal Acts

of Financing Terrorism (CFT) and
Financing of Proliferation of Weapons of

Mass Destruction (FPWMD)
(*Rules™)

PT Anabatic Technologies Tbk., and all its
subsidiaries (“Company”™) wish to promote the
implementation of effective legal, regulatory
and operational measures to combat money
laundering. terrorist financing and proliferation
financing. and other related threats. The
Company will handle AML, CFT and FPWMD
issues with due regard to the letter and spirit of
applicable laws and regulations. Regulatory
and supervisory measures that apply for
prudential purposes, and that are also relevant
to money laundering, terrorist financing and
proliferation financing. must be implemented in
accordance with applicable laws and
regulations.

Chapter 1. General Provisions
Article 1. (Purpose)

In order not to get involved in any acts of
money laundering by terrorists and criminal
organizations and acts of providing funds to
them. the Company will address and deal with
the issues AML, CFT and FPWMD (hereinafter
referred to as" AML/CFT/FPWMD") by
observing the provisions of relevant laws and
regulations and the spirit thereof.

These Rules stipulate the provisions in
reference to the recommendations of the
Financial Action Task Force (hereinafter
referred to as the “FATF Recommendations™)
and also pursuant to:

Peraturan tentang Tindak Pidana Anti
Pencucian Uang (APU), Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme (PPT) dan Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
(PPSPM)

(“Peraturan”)

PT Anabatic Technologies Tbk., dan semua
anak perusahaannya (“Perusahaan™) ingin
mendorong  penerapan  langkah-langkah
hukum, peraturan, dan pelaksanaan yang
efektif untuk memerangi tindak pidana
pencucian uang. pendanaan teroris dan
pendanaan proliferasi semjata pemusnah
massal, dan ancaman-ancaman terkait
lainnya.  Perusahaan akan menangani
masalah-masalah APU. PPT dan PPSPM
sejalan dengan tujuan dan semangat dari
hukum dan peraturan perundang-undangan
vang berlaku. Langkah-langkah pengaturan
dan pengawasan yvang berlaku bertujuan
untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian,
dan yang juga terkait dengan pencucian nang,
pendanaan teroris dan pendanaan proliferasi
senjata pemusah massal. harus diterapkan
sesuai  dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bab 1. Ketentuan Umum
Pasal 1. (Tujuan)

Agar tidak fterlibat dalam tindak pidana
pencucian uang yang dilakukan oleh teroris
dan organisasi kriminal serta tindakan
penyediaan dana kepada teroris dan
organisasi  kriminal. Perusahaan akan
menangani dan menanggulangi masalah-
masalah APU, PPT dan PPSPM (selanjutnya
discbut APU/PPT/PPSPM™) dengan
memperhatikan  ketentuan-ketentuan  dari
hukum dan peraturan perundang-undangan
vang berlaku dan semangatnya.

Peraturan ini mengatur ketentuan dengan
mengacu pada rekomendasi dari Financial
Action Task Force (selanjutnya disebut
"Rekomendasi FATF") dan juga berdasarkan:
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1. Law No 8 Year 2010 Concerning
Countermeasure and Eradication of
Money Laundering;

2. Law No 9 Year 2013 Concerning
Prevention and  Eradication of
Criminal Act of Terrorism Financing

Article 2. (Risk-based approach)

Based on the concept of risk-based approach as
outlined in the FATF Recommendations, these
Rules set forth the measures that the Company
should take in order to reduce the risks
associated with AML/CFT/FPWMD.

Article 3. (Prohibited acts)

These Rules prohibit the officers/employees of
the Company from getting involved in any of
the following acts:

(1) Acts of money laundering by terrorists
and criminal organizations, and acts of
providing funds to them (hereinafter
collectively referred to as "Prohibited
Acts"), m addition to acts of
supporting or taking part in the
Prohibited Acts.

(2) Any business transactions with a
corporate cntity or individual who is
involved in or suspected of being
mvolved in the Prohibited Acts.

(3) Acts of neglecting certain information
and  circumstances  which  are
suggestive of the Prohibited Acts.

(4) Acts of informing these facts that an
investigation is in progress against an
mndividual who is involved in or
suspected of being involved in any
fraudulent or suspicious activity in the
Prohibited Acts and that such activity
has been reported to the Company, the

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan ~ Tindak  Pidana

Pencucian Uang:

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana
Pendanaan Terorisme.

Pasal 2. (Pendeckatan berbasis risiko)

Berdasarkan konsep pendekatan berbasis
risiko secbagaimana yang diuraikan dalam
Rekomendasi  FATF,  Peraturan  ini
menetapkan langkah-langkah vang harus
diambil Perusahaan untuk mengurangi risiko-
risiko vang terkait dengan APU/PPT/PPSPM.

Pasal 3. (Perbuatan vang dilarang)

Peraturan 1ini melarang pejabat/karvawan
Perusahaan untuk terlibat dalam salah satu
dari tindakan berikut:

(1) Tindakan pencucian uang vang
dilakukan oleh teroris dan organisasi
kriminal, dan tindakan penyediaan
dana kepada teroris dan organisasi
kriminal (sclanjutnya secara
bersama-sama  disebut  scbagai
"Perbuatan vang Dilarang"), selain
tindakan mendukung atau
mengambil bagian dalam Perbuatan
vang Dilarang,

(2) Setiap transaksi bisnis dengan badan
usaha atau scsecorang vang terlibat
atau diduga terlibat dalam Perbuatan
vang Dilarang.

(3) Tindakan mengabaikan informasi
dan keadaan tertentu yang patut
diduga adalah Perbuatan vyang
Dilarang.

(4) Tindakan memberitahukan fakta-
fakta bahwa sedang dilakukan
penyidikan terhadap sescorang vang
terlibat atau diduga terlibat dalam
kegiatan penipuan atau
mencurigakan  dalam  Perbuatan
vang Dilarang dan bahwa kegiatan
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Company’s parent company.
competent or enforcement authorities.

Chapter 2. Organizational Structure and
Arrangements

Article 4. (Organizational structure and the
responsible person)

The chief  officer responsible for
AML/CFT/FPWMD in the Company shall be
the Head of Ethics Committee whom currently
in charge for the compliance matters of the
Company. whereas the Division m charge of
AML/CFT/FPWMD in the Company shall be
Ethics Committee.

Article 5 (Management and Monitoring)

1. When entering into new a business
transaction or changing or rencwing
contractual ~ arrangements  with  a
counterparty, Person in charge (PIC) for
the transaction shall provide the KYC
(Know Your Customer) and/or KYS
(Know your Supplier) Form (“Forms™). to
be filled in by counterparty and
counterparty shall submit the following
documents to us. such as:

a. Deed of Establishment and/or Akta
Penyesuaian UU PT No. 40 Tahun
2007;

b. Identity Tax Payer:

¢. Taxable Entrepreneur:

d. Deed of Directors and Board of
Commissioner (still valid and
apply):

€.  Any Amendment Deeds:

f.  Business Registration Number:

g. Profit and Loss and/or Financial
Statement:

terscbut telah dilaporkan kepada
Perusahaan. induk perusahaan dari
Perusahaan, atau pihak berwenang
atau pihak penegak hukum.

Bab 2.
Organisasi

Struktur dan Tata Kerja

Pasal 4. (Struktur organisasi dan penanggung
Jjawab)

Pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab
atas APU/PPT/PPSPM dalam Perusahaan
adalah Ketua Komite Etik yang saat ini
bertugas  untuk  menangani  masalah
kepatuhan dari Perusahaan. sedangkan Divisi
vang bertanggung jawab atas
APU/PPT/PPSPM dalam Perusahaan adalah
Komite Etik.

Pasal 5 (Manajemen dan Pemantauan)

1. Pada saat melakukan transaksi bisnis
baru atau mengubah atau memperbarui
perjanjian  kontrak dengan rekanan.
Penanggung Jawab (PIC) untuk transaksi
tersebut harus menyediakan Formulir
KYC (Kenali Pelanggan Anda) dan/atau
KYS (Kenali Pemasok Anda)
(“Formulir™). yang harus diisi olch
rekanan dan rekanan harus
menyampaikan dokumen-dokumen
berikut kepada kami. seperti:

a. Akta Pendirian dan/atau Akta
Penyesuaian UU PT No. 40
Tahun 2007,

b. NPWP:

c. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak:

d. Akta Direcksi dan Dewan
Komisaris (masith sah dan
berlaku);

e. Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perusahaan;

f.  Nomor Induk Berusaha:

g. Laporan Laba Rugi dan/atau
Laporan Keuangan;
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h. Information of PIC of Finance.
Directors. and Purchasing:

1. Identity Card:

h. Informasi  PIC  Keuangan.
Dircksi. dan Pembelian;

i, Kartu Tanda Penduduk

2. Legal and Purchasing shall be liable for 2. Tim Hukum dan Pembelian bertan_ggung
reviewing the Forms and documents, to be jawab untuk memeriksa Formulir dan
in accordance. Legal tcam shall be dokumen. untuk memastikan
responsible for conducting the confirmation kesesuaiannya. Tim Hukum bertanggung
and evaluation under this paragraph. If all jawab untuk melakukan konfirmasi dan
the information were in accordance, Legal evaluasi berdasarkan ayat in1. Jika semua
will state that this process is completed and informast telah sesuai, Tim Hukum akan
checklist in the design the designated menyatakan bahwa proses ini telah
platform. selesai dan melakukan checklist pada

desain dari platform vang ditunjuk.

3. If there is a new transaction with such 3. Jika terdapat transaksi baru dengan
counterparty, and Legal will check and ask rekanan tersebut. Tim Hukum akan
for the new updated information and memeriksa dan meminta informasi dan
document. dokumen terbaru vang telah diperbarui.

4. The financial statement will be reviewed 4, Laporan keuangan akan diperiksa secara
thoroughly by the Finance team. if the seksama oleh tim Keuangan. jika rekanan
counterparty is a first timer and ask for tersebut merupakan rekanan pemula dan
term of payment. Usually for the first timer meminta ketentuan-ketentuan tentang
counterparty, we apply payvment on pembayaran. Biasanya untuk rekanan
Purchase Order (100% upfront). pemula, kami melakukan pembayaran

berdasarkan  pada  saat  Pesanan
Pembelian (100% di muka).
5. In recruiting an officer or employee. 5. Dalam merckrut pejabat atau pegawai.

Corporate Human Capital Division shall
have the officer or employee, as the case
may be, submit a commitment letter
promising not to get involved in any acts of
money laundering or financing terrorists.
and to comply with AML/CFT/FPWMD-
related laws and regulations.

Article 6. (Emergency Reports)

1. In occurrence of an incident that is
suspected of an act of money laundering
or financing terrorists, officers and
employees of the Company shall report it
to Ethics Committee and then deal with
the incident under directions of the chief
officer responsible for
AML/CFT/FPWMD in the Company.
Meanwhile. the chief officer responsible
for AML/CFT/FPWMD shall make the
first report on the incident to the

Divisi Human Capital Perusahaan wajib
meminta pejabat atau pegawai tersebut.
mana saja. untuk menyerahkan surat
pernyataan komitmen untuk tidak terlibat
dalam tindak pidana pencucian uang atau
pendanaan teroris, dan mematuhi hukum
dan peraturan terkait APU/PPT/PPSPM.

Pasal 6. (Laporan Darurat)

I

Apabila terjadi suatu kejadian yang
diduga mecrupakan tindak pidana
pencucian uwang atau pendanaan (Croris,
pejabat dan pegawai Perusahaan wajib
melaporkannya kepada Komite Etik, dan
selanjutnya menangani kejadian tersebut
berdasarkan  arahan  dari  pejabat
pimpinan vang membidangi
APU/PPT/PPSPM dalam Perusahaan.
Sementara itu. pejabat pimpinan yang
membidangi APU/PPT/PPSPM  wajib
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Company’s BOD and BOC.

2. Ethics Committece in the Company shall
consult with a law firm for any legal and
administrative matters.

3

3. For the purpose of keeping records of
evidence and documents regarding the
incident that is. suspected of an act of
money laundering or financing terrorists,
Ethics Committee in the Company shall
endcavor to maintain proper records
thereof.

4. Ethics Committee in the Company shall
make sure that confidentiality of contents
and records of reports on the incident are
strictly maintained. and that only the
persons in charge of investigations within
the Company shall have access to such
Tepoits.

Article 7. (Refusal of transactions, etc.)

If the Company deems the transactions with a
counterparty is at high risk in terms of
AML/CFT/FPWMD, the Company shall
consider shedding AML/CFT/FPWMD-related
risks, by refusing to enter into said transactions
with the counterparty, among other options.

Chapter 3. Measures

Article 8. (Confirmation on applicable laws and
regulations)

. Ethics Committee in the Company shall
endeavor to gather information on any
amendments to AML/CFT/FPWMD-
related laws and regulations in order to
ensure compliance with such applicable
laws and regulations.

2. Ethics Committee shall also review the
internal  AML/CFT/FPWMD  system
operated in the Company from time to
time if necessary.

membuat laporan pertama atas kejadian
tersebut kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perusahaan.

2. Komite Etik dalam Perusahaan wajib
berkonsultasi dengan firma hukum
untuk segala hal yang bersifat hukum
dan administratif.

3. Untuk tujuan penyimpanan bukti-bukti
dan dokumen-dokumen terkait dengan
kejadian vang diduga sebagai tindak
pidana pencucian uang atau pendanaan
teroris, Komite Etik dalam Perusahaan
wajib mengusahakan agar pencatatannya
dilakukan dengan baik.

4. Komite Etik dalam Perusahaan wajib
memastikan kerahasiaan dari isi dan
catatan laporan kejadian dijaga dengan
baik. dan hanya pihak vang berwenang
dalam penyvidikan dalam Perusahaan
vang boleh mengakses laporan tersebut.

Pasal 7. (Penolakan transaksi, dil.)

Apabila Perusahaan menilai bahwa transaksi
dengan pihak rckanan berisiko tinggi dalam
kaitan dengan APU/PPT/PPSPM, maka
Perusahaan wajib mempertimbangkan untuk
melepaskan risiko-risiko terkait
APU/PPT/PPSPM, dengan cara menolak
melakukan transaksi dengan pihak rckanan
terscbut, scbagai salah satu pilihan.

Bab 3. Langkah

Pasal 8. (Konfirmasi tentang hukum dan
peraturan)

1. Komite Etik dalam Perusahaan harus
berupava mengumpulkan informasi
tentang sctiap perubahan pada hukum
dan peraturan terkait dengan
APU/PPT/PPSPM untuk memastikan
kepatuhan  terhadap  hukum  dan
peraturan vang berlaku terscbut.

2. Komite Etik juga harus meninjau sistem

APU/PPT/PPSPM internal vang
dijalankan dalam Perusahaan dari waktu
ke waktu jika diperlukan.

SUTAN AMRI AGUS ARIFIN, S.H.
PENERJEMAH TERSUMPAH - SWORN TRANSLATOR ENGLISH > INDONESIA & INDONESIA > ENGLISH

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Re

Perum. Griya (Pondok) Sukmajaya Blok A No.6C, RT. 11/03 Kel. Sukm!

pgblik Indonesia No. AHU-17.AH.03.07.2022, Tanggal 5 Oktober 2022
ajaya, Kec. Sukmajaya, JI. Tole Iskandar, Depok 16412 — Jawa Barat, Indonesia

Ph. (021) 7713291; mobile: 0813-11393568 email: sutan_amri@cbn.net.id; sutan_amri@yahoo.com



Article 9. (Dissemination) Pasal 9. (Penyebaran)

Ethics Committee in the Company shall make Komite Etik dalam Perusahaan harus
AML/CFT/FPWMD issues well known and memastikan ~ bahwa  masalah-masalah
understood by the Company’s officers and APU/PPT/PPSPM diketahui dan dipahami
employees by addressing these issues in the dengan baik oleh para pejabat dan karyawan
Code of Conduct and by other means, in order Perusahaan dengan membahas masalah-
to ensure that the officers and employees masalah tersebut dalam Kode Etik dan
comply with AML/CFT/FPWMD rules. dengan cara lain, guna memastikan bahwa
pejabat dan karyawan mematuhi peraturan
APU/PPT/PPSPM.
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Pernyataan Penerjemah Tersumpah
Sworn Translator Statement

Saya, Amri Agus, S.H., Penerjemah Tersumpah di Republik Indonesia
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia, dengan ini menerangkan dan menyatakan, sesuai dengan
sumpah jabatan saya, bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang
benar, setia dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada
saya.

I, Amri Agus, S.H. A Sworn Translator in the Republic of Indonesia, based
on the prevailing laws of the Republic of Indonesia, hereby certify and state
that, in compliance with my official oath, that this document is an accurate,
faithful and complete translation of the source document given to me.
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Penerjemah Tersumpah [Bahasa Inggris ke Indonesia dan Bahasa
Indonesia ke Bahasa Inggris|/Swom Translator [English to Indonesia and
Indonesia to English}

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
17.AH.03.07.2022, Tanggal 5 Oktober 2022.

Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
No. AHU-17.AH.03.07.2022, dated October 5 2022.




